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BAB IV
TIPE KANDIDAT YANG DIPILIH

DAN POTENSI PERILAKU SETELAH
TERPILIH

A. Tipe Kandidat yang Dipilih

Setelah melakukan penyaringan pelamar dengan menggunakan
kriteria yang umum, pada akhirnya pihak yang paling menentukan
seseorang ditetapkan menjadi Caleg atau tidak pada partai tertentu
akan melakukan penyaringan dengan kriteria yang lebih khusus. Pe-
nyaringan akhir dengan menggunakan kriteria khusus ini pada akhirnya
akan menghasilkan tipe kandidat tertentu yang dijadikan Caleg.
Selanjutnya tipe kandidat yang ditetapkan akan menentukan kinerja
individu tersebut setelah terpilih menjadi anggota legislatif nantinya.

Ada empat tipe kandidat yang biasanya paling diprioritaskan oleh
partai untuk dijadikan Caleg dari oleh sebuah partai politik, yaitu: loyalis
partai, pelayan konstituen (tokoh masyarakat yang mempunyai basis
massa), pengusaha (individu yang mempunyai kedekatan dengan elit
partai) dan tokoh organisasi kemasyarakatan yang berpengaruh.

Gambaran tipe kandidat yang ditetapkan oleh 3 partai politik
yang dijadikan Caleg oleh 3 partai politik pada Pemilu Legislatif Tahun
2009 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut:
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Grafik 2. Tipe Kandidat yang Ditetapkan 3 Partai Politik

Data dalam Grafik 2 menunjukkan bahwa sebagian besar tipe
kandidat yang direkrut oleh 3 partai politik adalah tipe loyalis partai
(hampir 64%), kemudian diikuti oleh tipe pengusaha (16,67%) dan
tipe tokoh masyarakat yang juga (16,67%). Baik tipe loyalis partai
maupun tipe pengusaha menurut Morgenstern adalah tipe kandidat
yang kurang berpihak kepada rakyat, adapun tipe kandidat loyalis
partai cenderung mementingkan kepentingan partai politik dibandingkan
kepentingan  konstituen dan tipe kandidat pengusaha juga cenderung
mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan partai
maupun konstituen. Dominannya tipe kandidat loyalis partai dan tipe
pengusaha yang direkrut oleh partai politik sebagai Calegnya menjawab
pertanyaan masyarakat tentang apa yang menyebabkan Caleg yang
terpilih cenderungan kurang berpihak atau kurang peduli dengan ke-
pentingan rakyat sebagai konstituennya di Riau.

B. Potensi Perilaku Setelah Terpilih
Dalam penelitian ini ditemukan pola umum rekrutmen legislatif

untuk tingkat kabupaten dan kota di Riau pada Pemilu legislatif tahun
2009 yang dijalankan oleh 3 partai nasionalis yakni partai Golkar, Partai
Demokrat dan PDIP yang dapat dilihat pada Bagan 1 berikut:
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Bagan 1 : Pola Umum Rekrutmen Legislatif oleh 3 Partai Politik

Bagan 1 di atas menunjukkan bahwa proses rekrutmen legislatif
sangat ditentukan oleh elit partai d itingkat kabupaten/kota. Proses
seleksi dimulai ketika para penentu kebijakan dipartai menetapkan
13 kriteria umum yang perlu dimiliki oleh individu sehingga mereka
dapat diprioritaskan menjadi Caleg pada 3 partai politik  dimaksud.
Kemudian para elit melakukan seleksi dengan ketat dengan satu kriteria
kunci yakni Caleg harus kader partai maka dihasilkan Caleg dengan

Pola Umum Rekrutmen Legislatif oleh 3 Partai Politik

Kriteria Umum Individu Yang            Model Seleksi                    Tipe Kandidat         Orientasi Perilaku
Dipertimbangkan Partai Politik Kandidat Setelah
Menjadi Calon Legislatif                                                                                                    Terpilih

1. Mendapat dukungan dari pengurus

cabang atau organisasi pendukung
partai.

2. Paling berpeluang menang dalam
Pemilu.

3. Memiliki pengetahuan mendalam
terhadap isu-isu politik.

4. Memiliki komitmen tinggi pada
daerah pemilihan.

5. Memiliki komitmen tinggi pada
konstituen pemilihnya.

6. Memiliki basis massa yang cukup
banyak.

7. Taat beragama.

8. Stabil dalam kehidupan rumah tangga.

9. Berpengalaman di bidang politik.

10. Aktif sebagai pengurus partai

11.Mendukung ideologi partai

12. Populer di tingkat local

13. Populer di tingkat nasional

Loyalis
Partai

Pengusaha

Pelayan
Konstituen

Cenderung
mementingkan
kepentingan  partai
politik dibandingkan
kepentingan
konstituen

Terdesentralisasi
ditangan elit partai
ditingkat lokal dengan
mekanisme jelas namun
longgar dan dengan
pertimbangan utama
aktif di dalam partai.

Terdesentralisasi
ditangan elit lokal,
mekanisme tidak jelas &
tidak transparan, kriteria
longgar

Pengusaha

Terdesentralisasi di elit
lokal dengan mekanisme
jelas dan transparan,
dengan kriteria longgar
mengutamakan hubungan
yang erat dan luas dengan
konstituen

Cenderung
mementingkan
kepentingan pribadi
dibandingkan
kepentingan partai
maupun konstituen

Mendahulukan
kepentingan konstituen
(rakyat) dibandingkan
kepentingan pribadi
ataupun partai politik

PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG
BERLANGSUNG DALAM INTERNAL PARTAI POLITIK; SANGAT
DITENTUKAN OLEH ELIT PENENTU KEBIJAKAN DI DALAM PARTAI
POLITIK ITU

KANDIDAT
TERPILIH
MELALUI
PEMILU ;

DITENTUKAN
OLEH

PEMILIH

ANGGOTA
LEGISLATIF AKAN
BEKERJA SESUAI
DENGAN TIPE
MASING-MASING
INDIVIDU
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tipe loyalis partai yang nanti setelah terpilih akan lebih mementingkan
kepentingan partai dibandingkan kepentingan konstituen. Selanjutnya
ada juga para elit partai di tingkat lokal yang melakukan seleksi dengan
kriteria longgar dengan mekanisme tidak jelas maka dihasilkan Caleg
dengan tipe pengusaha yang cenderung mementingkan kepentingan
pribadi dibandingkan kepentingan partai maupun konstituen. Terakhir
sebagian para elit partai di tingkat lokal yang melakukan seleksi dengan
kriteria longgar dengan mekanisme jelas dengan kriteria longgar dengan
pertimbangan kedekatan hubungan calon dengan masyarakat maka
dihasilkan caleg dengan tipe pelayan Konstituen yang nanti setelah
terpilih cenderung mendahulukan kepen-tingan konstituen (rakyat)
dibandingkan kepentingan pribadi ataupun partai politik.




